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ABSTRAK

Pengaturan mengenai pemanggilan Notaris sehubungan dengan akta atau
protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris oleh aparat penegak hukum
untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun dengan keluarnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 ketentuan Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi, dimana sifat dari
putusan Mahkamah Konstitusi ini ber,Stl : Tapi menjadi Ironi dalam
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Tidak terdapat harmonisasi antara Uni ] or 2 Tahun 2014, jo Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusua Nomor 7 Tahun 2016 dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. (3). Bentuk Hukum Perlindungan Notaris
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah Pasal 66 dengan adanya prasa atas
persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, Hak Ingkar, dan Kesepahaman antara INI

dengan Kepolisian R.1
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ABSTRACT

Arrangements concerning the calling of a Notary in connection with a Notary
deed or protocol in the depository of a Notary by law enforcement agencies for the
purposes of the proceedings, investigators, public prosecutors or judges shall be subject to
the approval of the Regional Supervisory Board as regulated in Article 66 of Law
Number 30 Year 2004 regarding Position Notary Public. However, with the issuance of
Decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU-X / 2012 dated March 23, 2013

the provisions of Article 66 paragrﬁmﬁ&' w Number-30_Year 2004 shall be declared
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is because the Notary feels no longer _’ e on for the notary. (2) There is no
harmonization between Law Numbe} 2 Year 2014, jo Regulation of Meneteri Law and
Human Rights Number 7 Year 2016 with Decision of Constitutional Court Number 49 /
PUU-X / 2012. (3). The legal form of the protection of a notary public in Law No. 2 of
2014 is Article 66 with the provisions of the approval of the Honorary Board of Notary,

Right of Remedy, and the Understanding between THIS and the R.I Police.
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